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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Wakaf merupakan instrumen keuangan Islam yang digunakan untuk 

memfasilitasi kebutuhan masyarakat sejak awal pemerintahan  Islam  hingga 

saat ini. Wakaf menjadi satu dari bagian instrumen-instrumen keuangan lain 

seperti zakat, infak dan sedekah yang berperan penting untuk membenahi 

kehidupan masyarakat dengan memanfaatkan tanah, bangunan, uang,  hak  

kekayaan intelektual maupun aset lainnya yang bernilai secara syariat.  

Wakaf  secara langsung memiliki hubungan fungsional dengan upaya 

pemecahan masalah-masalah keagamaan, sosial dan kemanusiaan, seperti 

menyediakan sarana ibadah, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan 

ekonomi umat,  sehingga  dapat menjadi sumber pendanaan bagi masyarakat 

baik untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi maupun spiritual. 

Meskipun wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam 

pembangunan masyarakat Islam, namun dalam kenyataannya, persoalan 

perwakafan belum dikelola secara baik sebagaimana tujuan waqif itu sendiri, 

khususnya di Indonesia. Kecenderungan wakaf masih dikelola secara 

tradisional-konvesional. Dimana aset-aset wakaf masih diperuntukkan 

sebagian besarnya untuk tempat-tempat ibadah dan pemakaman.
1
 

 

                                                 
1
 Suhairi, Wakaf Produktif, (Yogyakarta:Kaukaba,2014),hal.1 
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Wakaf dikenal sebagai aset umat yang pemanfaatan dapat dilakukan 

sepanjang masa. Namun pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf secara 

produktif di Indonesia masih ketinggalan jika dibandingkan dengan negara 

Islam lainnya. Beberapa hasil penelitian wakaf menunjukkan ternyata selain 

di Indonesia, banyak negara yang semula wakafnya kurang berfungsi bagi 

perekonomian umat karena tidak dikelola dengan manajemen yang baik. 

Barulah kemudian, dengan regulasi yang diatur pemerintah berdasarkan 

undang-undang, wakaf dikelola dengan manajemen yang baik.
2
 

Munculnya paradigma wakaf produktif merupakan sebuah momentum 

sebagai suatu upaya transformasi dari  pengelolaan  wakaf  yang  tradisional 

menjadi pengelolaan wakaf yang  profesional  untuk  meningkatkan  atau 

menambah manfaat wakaf.
3
 Istilah wakaf produktif sendiri belum dikenal 

pada  masa lalu, walaupun esensinya telah ada sejak adanya syariat wakaf 

pada masa Rasulullah. Pembahasan baru muncul pada abad pertengahan. 

Paradigma wakaf produktif lebih diarahkan pada pengembangan harta 

wakaf dan memaksimalkan potensi wakaf secara ekonomi, hal ini juga 

diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang 

mengatur mengenai berbagai hal yang memungkinkan wakaf dikelola secara 

produktif, sehingga untuk mengembangkan wakaf produktif di Indonesia  

pada  saat  ini  secara hukum sudah tidak ada masalah lagi. Adapun untuk 

model pengelolaan wakaf produktif menurut pakar ekonomi syariah, 

                                                 
2
 Rozalinda, Manajemen Wakaf , hal.3 

3
Jaih Mubarok, Wakaf Produktif (Bandung; Simbiosa Rekatama Media: 2008), hal.16 
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Muhammad Syafi‟i Antonio, pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri 

utama, yaitu pola  manajemen  wakaf harus terintegrasi, asas kesejahteraan 

nazir dan asas transformasi serta tanggung jawab. Untuk bisa 

mengoptimalkan pengelolaan aset wakaf ke arah produktif, perlu adanya 

persamaan persepsi atau sudut pandang tentang apa dan bagaimana 

pengembangan wakaf di Indonesia. Sebab, selama ini pemahaman 

masyarakat masih berbeda-beda dalam masalah perwakafan.
4
 

Wakaf di indonesia lebih ditekankan pada persoalan perwakafan tanah. 

Ini bukan berarti bahwa wakaf selain tanah tidak diakui, tetapi pengaturan 

ini mengingat tanah sebagai benda berharga yang banyak menimbulkan 

persoalan dalam masyarakat, apalagi tanah sebagai benda tidak bergerak 

yang tahan lama dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
5
 Wakaf bukan saja 

terbatas pada benda tidak bergerak tetapi benda bergerak. Seperti dinegara-

negara islam yang sudah maju atau berkembang telah teroperasi lembaga 

wakaf berupa sarana pendidikan, real estate, dan telah dikelola dengan 

produktif.
6
 Banyaknya masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya 

menarik perhatian negara untuk mengatur dan mengelolanya. Praktik wakaf 

yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib 

dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara 

                                                 
4
Abdullah U Matraji,“ Membangkitkan Perwakafan .di Indonesia”, 

http://www.bwi.or.id/ artikel (20 April 2021) 
5
 Drs. Helmi Karim, M.A. 1997. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada,hal.116. 
6
 Drs. Mukhtar Lutfi, M.Pd. 2011. Optimalisasi Pengelolaan Wakaf. Makassar: 

Alauddin Press,hal. 8. 

http://www.bwi.o/
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sebagaimana mestinya, telantar atau beralih ke tangan pihak ketiga.
7
 

Dalam sejarahnya, wakaf telah memainkan peranan yang sangat vital 

dalam pembangunan ekonomi masyarakat muslim. Meskipun pengalaman 

sejarah cukup panjang dalam pengelolaan wakaf, namun masih dijumpai 

berbagai kenyataan bahwa pengelolaan wakaf belum mencapai hasil yang 

diharapkan. Wakaf yang diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat 

belum terwujud.
8
 

Ahmad Sirojudin Munir mengatakan bahwa sampai saat ini 

pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih kurang maksimal. 

Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam 

pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang.
9
 Pada tataran 

realitanya tidak sedikit tanah wakaf yang terbengkalai dan tidak terurus, 

yang menyebabkan tanah tersebut tidak produktif atau bahkan tidak jelas 

keberadaannya. Sehingga fungsi dari wakaf sebagai wadah yang berdimensi 

sosial belum bisa terwujud. Hal ini dikarenakan tata kelola tanah tersebut 

masih minim dan di tangani oleh orang-orang yang kurang memahami dalam 

aturan wakaf. Maka sangat dibutuhkan tenaga-tenaga terampil dan 

profesional untuk mengelola dan mengembangkan wakaf agar bisa menjadi 

produktif dan implikasinya dapat dirasakan oleh masyarakat. 

 

                                                 
7
 Rachmadi Usman S.H., M.H. 2013. Hukum Perwakafan di Indonesia. Jakarta: Sinar 

Grafika,hal. 121 
8
Ahmad Djalaludin, “Legitimasi Fiqih Bagi Obtimalisasi dan Pendayagunaan 

Wakaf”, 
9
Ahmad Sirojudin Munir, “Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif,” 

Ummul Qura 6, No. 2 (September 2018): hal. 102. 
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Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, 

maka dipandang sangat perlu meningkatkan peran wakaf sebagai salah satu 

Lembaga Sosial Islam yang sangat strategis dan potensial untuk 

dikembangkan. Karena wakaf tidak hanya mempunyai kontribusi ukhrowi 

(hablum minallah) saja bagi manusia, tetapi juga mempunyai kontribusi 

solutif bagi persoalan ekonomi masyarakat, hal ini sesuai dengan fungsinya 

yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Di negara Indonesia lembaga 

ini merupakan penunjang utama dalam perkembangan masyarakat sebagai 

salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya 

umat yang beragama Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual 

dan material menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Maka 

sudah seharusnya potensi sosial ekonomi yang ada dalam wakaf harus digali 

dan dikembangkan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Karena kenyataannya 

hampir setiap rumah ibadah, tempat-tempat pemakaman, lembaga-lembaga 

keagamaan, Perguruan Tinggi Islam semuanya dibangun di atas tanah wakaf. 

Persoalan wakaf dan perwakafan, dalam tradisi masyarakat mungkin tidak 

asing lagi terdengar di telinga. Sebab tradisi perwakafan ini sudah 

menggejala, atau bahkan melembaga sepanjang manusia ada (mesti dalam 

pengertian dan pengistilahan berbeda). Namun, pengaturan tentang sumber 

hukum, tata cara, prosedur dan praktik perwakafan dalam bentuk undang-

undang bisa dibilang baru. Terlebih pengaturan ini diformulasikan dalam 

sebuah kajian komprehensif berbentuk buku, dari kasus per kasus, landasan-

landasannya, hingga peraturan pemerintah yang berbentuk undang-undang. 
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Selama ini praktik perwakafan tidak jarang dilakukan dengan cara-cara 

konvensional yang dalam praktiknya rentan bagi timbulnya persoalan, 

bahkan terkadang harus berakhir di pengadilan lantaran adanya perbedaan 

persepsi dan sengketa dalam perwakafan. Kondisi ini diperparah dengan 

maraknya indikasi yang mengarah pada praktik penyimpangan dalam 

pengelolaan benda-benda wakaf, dan tidak sedikit pula harta benda wakaf 

hilang bahkan menjadi hak milik seseorang yang dipercaya untuk mengelola. 

Ironinya lagi wakaf oleh sebagian orang dianggap sebagai asset yang sangat 

menguntungkan untuk kepentingan pribadi atau bahkan dianggap asset yang 

bisa diperjual belikan yang manfaatnya hanya bisa dimanfaatkan oleh 

segelintir orang saja, kondisi terakhir ini jelas sangat bertentangan dengan 

tujuan dan fungsi wakaf yang diatur dalam Undang-Undang. Hal ini akan 

berakibat buruk bagi tradisi wakaf juga akan menodai nilai-nilai luhur agama 

Islam yang mengkategorikan wakaf sebagai bentuk ketaatan manusia kepada 

sang pencipta juga sebagai salah satu sarana untuk memajukan kesejahteraan 

masyarakat. Wakaf yang ada dalam ajaran Islam selain memiliki penopang 

ideologi yang kuat dalam hal ketauhidan, yaitu segala sesuatu yang 

bersandar pada keesaan Allah, juga mengarahkan manusia dalam 

melaksanakan keadilan sosial. Islam menghalangi dalam hal penguasaan 

harta kekayaan baik yang telah dimiliki secara pribadi maupun lembaga 

dengan tidak memperhatikan aspek sosial, karena pada dasarnya di dalam 

harta yang dimiliki ada hak orang lain juga, sehingga etika pemilikan harta 

dalam Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh 
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sekelompok orang, ini bisa dilihat dalam firman Allah pada Alquran Surat 

al-Taubah ayat 103 sebagai berikut: 

                           

            

Artinya: 

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan 

Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
10

 

Sebagai salah satu instrumen keagamaan bernilai ekonomis dan 

berdimensi sosial, perwakafan tanah merupakan konsekuensi logis dalam 

sistem pemilikan dalam Islam. Pemilikan harta benda dalam Islam harus 

disertai dengan pertanggungjawaban moral. Semua yang ada di langit dan di 

bumi ini adalah milik Allah. Pemilikan manusia atas harta benda merupakan 

amanah atau titipan belaka. Pengertian tersebut sesuai dengan ayat Alquran 

dalam surat al-Maidah ayat 17 sebagai berikut: 

                       

       

Artinya: 

“Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara 

keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha 

Kuasa atas segala sesuatu. 

 

                                                 
10

Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya (Semarang: Yayasan 

Penyelenggara Penterjemah Alquran, Al Waah, 1995), hal. 297. 
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Berdasarkan fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat 

sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang 

Wakaf, praktif wakaf masih bersifat konvensional atau sistem kepercayaan, 

masyarakat hanya menyerahkan kepada tokoh masyarakat atau orang yang 

kredibel dan mampu untuk mengelola wakaf dengan sistem kepercayaan 

atau di bawah tangan. Faktor kepercayaan dan rasa ta‟dzim terhadap orang 

yang ditokohkan menjadi proses peralihan dari tanah yang tadinya berstatus 

Hak Milik menjadi Tanah Wakaf. Praktik semacam ini tentunya sangat 

rentan terhadap risiko yang akan dihadapi oleh masyarakat, karena faktor 

legalitas tanah wakaf hanya di bawah tangan dan hanya berdasarkan 

kepercayaan saja. Sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak 

terpelihara sebagaimana mestinya, beralih fungsi, terlantar atau beralih 

ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian 

sangatlah merugikan masyarakat, karena tanah wakaf tidak akan berjalan 

sebagaimana mestinya dan tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan fungsinya. 

Permasalahan dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris waqif, 

hal ini memang sering terjadi dalam praktik perwakafan. Banyak dijumpai 

harta wakaf ditarik kembali oleh ahli waris waqif setelah waqif meninggal 

dunia. Faktor yang menyebabkan permasalahan ini terjadi karena 

kesalahpahaman ahli waris tentang wakaf, mereka beranggapan bahwa 

wakaf akan berakhir waktunya ketika orang yang mewakafkan meninggal 

dunia. Hal yang sebenarnya wakaf adalah bersifat abadi, meskipun ada 

sebagian pendapat ulama‟ yang mengatakan bahwa wakaf bisa dengan 
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jangka waktu tertentu, tetapi yang lebih afsah bahwa wakaf itu bersifat 

abadi. Selain itu proses perwakafan yang hanya dengan lisan bisa 

berimplikasi ditariknya kembali tanah wakaf ahli waris. 

Permasalahan selanjutnya adalah dikuasainya tanah wakaf secara turun 

temurun oleh nazir. Kondisi ini tentunya akan terjadi kerancuan dalam 

pengelolaan dan pengembangan wakaf dan tentunya proses pelestarian harta 

wakaf pun tidak tepat sasaran. Karena hasilnya digunakan untuk kepentingan 

pribadi bukan umat. Faktor yang menyebabkan adalah ahli waris, nazir 

menganggap bahwa tanah wakaf tersebut adalah tanah waris yang bisa 

dirasakan turun temurun oleh keluarga nazir. Sehingga pengeloaan tanah 

wakaf tersebut diperlakukan sebagai tanah pribadi atau tanah hak milik. 

Faktor lain yang menyebabkan masalah ini kurangnya pahamnya nazir akan 

tujuan wakaf yang sebenarnya, di samping tidak adanya legalitas wakaf yang 

menyebabkan harta wakaf tersebut dikuasai secara temurun oleh ahli waris 

nazir setelah nazir meninggal dunia. 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut wakaf dalam 

pelaksanaannya mempunyai dua aspek, yaitu aspek agamis dan 

administratif. Sebagai suatu lembaga kebajikan dan sosial dalam Islam sudah 

sepatutnya pelaksanaan perwakafan tanah dilakukan dengan mengikuti 

ketentuan agama, namun untuk menjaga keabsahannya dan guna menjaga 

kelestariannya seharusnya pelaksanaan perwakafan tanah juga harus 

mengikuti langkah administratif, yaitu mengikuti semua tata cara yang telah 

dipersyaratkan oleh pemerintah yang terwujud dalam peraturan perundang-
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undangan yang mengatur tentang wakaf. Dengan wakaf yang dikelola 

dengan baik akan menumbuhkan masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu, 

pengelolaan yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan diadakannya 

wakaf, agar pengelolaan dan pendayagunaan wakaf lebih produktif di tanah 

air. Begitupun studi perwakafan di tanah air masih terfokus pada segi hukum 

fiqh (muamalah) dan belum menyentuh mengenai pengelolaan perwakafan, 

oleh karenanya studi tentang pengelolaan harta wakaf perlu dilakukan agar 

tercapainya pengelolaan yang baik. 

Menurut Alahuddin Hasibuan, selaku kepala Kantor Urusan agama 

(KUA) Kecamatan Porsea, mengenai tanah wakaf yang tidak di daftarkan 

dikarenakan ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya legalitas tanah 

wakaf, serta kebanyakan nazir kurang memahami tentang tatacara 

perwakafan. Nazir berpendapat wakaf adalah amal ibadah yang tidak perlu 

untuk ditonjolkan sehingga tidak perlu didaftarkan. Selain itu, prosedur 

pendaftaran tanah yang memakan biaya dan waktu berimplikasi terhadap 

keengganan pengelola wakaf untuk mendaftarkan tanahnya.
11

Selain itu juga 

karena masih adanya waqif yang berkeyakinan bahwa penyerahan tanah 

wakaf cukup dilakukan secara lisan dan merasa bukan kewajibannya lagi 

mengurus administrasinya, karena tanah tersebut menurut pendapatnya, telah 

menjadi milik masyarakat atau agama.
12

 

 

                                                 
11

Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Porsea, 5 Mei 2021. 
12

Fetrimen, “Pemberdayaan Asset Tanah Wakaf dan Non Wakaf Sebagai Sarana 

Pendidikan di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jambi,” Jurnal Ekonomi Islam 7, no. 2 

(September 2016): hal. 58. 
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Menurut data Badan Wakaf Indonesia dan Departemen Agama 

Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemberdayaan Zakat bahwa jumlah 

seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 363.372 lokasi dengan luas 

2.701.145.561.108 m3 atau 270.114,56 hektar. Tanah wakaf tersebut 

sebagian besar baru dimanfaatkan untuk pendirian mesjid, panti asuhan, 

sarana pendidikan dan kuburan dan hanya sebagian kecil yang dikelola ke 

arah yang lebih produktif.
13

 Dan berdasarkan data Direktorat Pemberdayaan 

Zakat dan Wakaf, potensi wakaf di Kecamatan Porsea cukup besar (6%) 

untuk kepentingan umat dan kesejahteraan warga, namun belum tergali dan 

terdata dengan baik. Tidak sedikit tanah wakaf yang baru sebatas ungkapan 

lisan dan belum memiliki legalitas. Hal ini tentu saja memberikan gambaran 

betapa masih banyak aset wakaf yang rentan bermasalah dan diambil alih 

kembali. Bukan saja perihal optimalisasi manfaat, bahkan mungkin potensi 

dipindahtangankan oleh ahli waris. Besarnya potensi wakaf di wilayah 

Kecamatan Porsea memerlukan perhatian berbagai pihak yang memiliki 

keterkaitan dalam upaya pemberdayaan. Berikut data wakaf Kecamatan 

Porsea Kabupaten Toba yang terekam dalam http://siwak.kemenag.go.id/. 

 

 

 

 

 

                                                 
13Depag RI, 2008: 37 

https://www.pikiran-rakyat.com/tag/wakaf
https://www.pikiran-rakyat.com/tag/wakaf
https://www.pikiran-rakyat.com/tag/wakaf
https://www.pikiran-rakyat.com/tag/wakaf
http://siwak.kemenag.go.id/
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Tabel 1.1 

Data Wakaf Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Sumatera Utara 

 

No. Kelurahan Luas Penggunaan Waqif Nazir 

1. Lumban 

Gurning 

2.815 Sekolah A.Djabbar 

Gurning 

A. Djabbar 

Gurning 

2.  Patane III 1. 454 Masjid Sutan Herman 

Situmorang 

Sutan Herman 

Situmorang 

3. Patane I 524 Masjid M. Arifin 

Manurung 

Nurlan 

Manurung 

4. Siantar Tonga-

tonga I 

529 Masjid Tarima 

Napitupulu 

Mukhtar 

Marpaung 

5. Jonggi 

Manulus 

1.619 Masjid Lobe Gompulon 

Manurung 

Mohd. Ali 

Manurung 

6. Lumban 

Gurning 

688 Sekolah Lebai Kalang 

Gurning 

A.Djabbar 

Gurning 

7. Silamosik II 318 Masjid Ibrahim 

Manurung 

Ibrahim 

Manurung 

8. Lumban Huala 

II 

1.634 Makam Rahman 

Manurung 

Rahman 

Manurung 

9. Lumban 

Sitorus 

672 Masjid Lobe Usin, 

Umar, Op. 

Siguliman 

Mohammad 

Thohir Sitorus 

10. Siantar Sitio- 321 Masjid K. H. Abdul K. H. Abdul 
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tio Wahab 

Simangunsong 

Wahab 

Simangunsong 

Sumber : http://siwak.kemenag.go.id/ 

Yayasan Ar-Rahman merupakan lembaga wakaf yang mengelola TK, 

usaha peternakan kambing, usaha ayam potong, dan usaha di bidang 

pertanian. Yayasan ini terletak di Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, 

Provinsi Sumatera Utara, dimana daerah ini merupakan daerah yang 

minoritas agama Islam. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba, 

jumlah penduduk Islam hanya 9,67%. Sedangkan mayoritas penduduk 

diKecamatan tersebut beragama Kristen (Protestan 84,73% 

dan Katolik 3,31%). 

Alasan penelitian pada Yayasan Ar-Rahman Kecamatan Porsea 

didasarkan atas kesadaran keterbatasan pengetahuan, pemahaman, dan 

kemampuan minoritas masyarakat muslim di Kabupaten Toba khususnya di 

Kecamatan Porsea tentang wakaf produktif dengan penelitian ini 

memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat muslim tentang 

pentingnya berwakaf untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umat. 

Kedua, penelitian didasarkan karena didorong oleh pemenuhan kebutuhan 

rasa ingin tahu tentang pengelolaan wakaf produktif yang masih dilakukan 

secara tradisional oleh nazir dan melalui penelitian ini diharapkan 

memberikan informasi terkait peningkatan kreativitas dan manajerial para 

nazir sehingga dapat mengelola harta benda wakaf dengan baik. Ketiga, 

penelitian ini dilakukan untuk pemecahan masalah terkait pengelolaan wakaf 

http://siwak.kemenag.go.id/
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produktif diyayasan Ar-Rahman yang lebih transparan, akuntabel, 

profesional dan modern sehingga berdampak nyata terhadap kesejahteraan 

umat. 

Pengoptimalan pengelolaan wakaf secara produktif di kecamatan ini 

terhitung masih sedikit. Sebagian besar wakafnya masih dikelola secara 

konsumtif yang digunakan untuk sarana peribadatan, dan sisanya untuk 

bangunan pendidikan.
14

 Di Kecamatan Porsea hampir setiap tempat ibadah 

seperti masjid, musholla, TPA dibangun di atas tanah wakaf. Akan tetapi, 

ada satu tempat pendidikan yang dibangun di atas tanah wakaf, yakni TK 

Ar-Rahman. TK Ar-Rahman ini merupakan pengalihan fungsi tanah wakaf, 

dengan dibangunnya TK Ar-Rahman di atas tanah wakaf tersebut memberi 

manfaat kepada masyarakat Kecamatan Porsea yang telah diwakafkan oleh 

waqif. Dengan begitu, pahala atas tanah wakaf tersebut tidaklah terputus dan 

manfaat dari tanah tersebut terus dapat dirasakan oleh warga sekitar wakaf 

tersebut. 

Dengan adanya wakaf yang dibangun tempat pendidikan menjadi salah 

satu upaya memproduktifitaskan wakaf yang ada. Pengoptimalan 

pengelolaan dari setiap wakaf yang ada dapat menjadi tolak ukur seberapa 

mampu wakaf memberi dampak yang baik untuk masyarakat terutama yang 

berada disekitar tanah wakaf tersebut.
15

  

Wakaf tanah yang kemudian dibangun tempat pendidikan menjadi 

fokus dalam penelitian ini sebagai salah satu upaya meningkatkan 

                                                 
14

 Hasil Wawancara dengan saudara Malik selaku nazir dan petugas pencatat wakaf di 

Yayasan Ar-Rahman Kecamatan Porsea. (23 Juni 2021). 
15

 Ibid 
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kesejahteraan hidup umat. Wakaf tersebut apabila dikelola secara optimal 

akan mampu menjadi wakaf yang benar-benar produktif dalam 

menghasilkan sumber daya manusia yang produktif pula. 

Jika disimpulkan bahwa problem mendasar dalam stagnasi 

pengelolaan wakaf di Indonesia adalah dua hal yakni aset wakaf yang tidak 

diproduktifkan (diam) dan kapasitas nazir yang tidak profesional. Kondisi 

ini berbanding terbalik jika melihat kondisi wakaf sepanjang sejarah Islam, 

wakaf telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan 

masyarakat, di antaranya: hampir 75% seluruh lahan yang dapat ditanami di 

Daulah Khilafah Turki Usmani merupakan tanah wakaf. Setengah (50%) 

dari lahan di Aljazair, pada masa penjajahan Perancis pada pertengahan abad 

ke 19 merupakan tanah wakaf. Pada periode yang sama, 33% tanah di 

Tunisia merupakan tanah wakaf. Di Mesir sampai dengan tahun 1949, 12,5 

% lahan pertanian adalah tanah wakaf. Pada tahun 1930 di Iran, sekitar 30% 

dari lahan yang ditanami adalah lahan wakaf. Lalu bagaimana dengan 

kondisi pengelolaan wakaf produktif di Kecamatan Porsea Kabupaten Toba? 

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik meneliti “Pengelolaan 

Wakaf Produktif Yayasan Ar-Rahman Kecamatan Porsea Untuk 

Kesejahteraan Umat.” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat di identifikasi permasalahan 

adalah sebagai berikut: 

1. Wakaf masih bersifat sistem kepercayaan, masyarakat hanya 
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menyerahkan kepada tokoh masyarakat atau orang yang kredibel dan 

mampu untuk mengelola wakaf dengan sistem kepercayaan atau di bawah 

tangan. 

2. Dalam praktif perwakafan, harta wakaf ditarik kembali oleh ahli waris 

wakif setelah wakif meninggal dunia. Faktor yang menyebabkan 

permasalahan ini terjadi karena kesalahpahaman ahli waris tentang wakaf. 

3. Dikuasainya tanah wakaf secara turun temurun oleh nazir. Kondisi ini 

tentunya akan terjadi kerancuan dalam pengelolaan dan pengembangan 

wakaf dan tentunya proses pelestarian harta wakaf pun tidak tepat sasaran 

4. Pengelolaan dan manajemen masih kurang maksimal, sebagai akibatnya 

cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada 

harta wakaf yang hilang. 

5. Pada tataran realita tidak sedikit tanah wakaf yang terbengkalai dan tidak 

terurus, yang menyebabkan tanah tersebut tidak produktif atau bahkan 

tidak jelas keberadaannya. Sehingga fungsi dari wakaf sebagai wadah 

yang berdimensi sosial belum bisa terwujud. 

6. Tanah wakaf yang tidak didaftarkan dikarenakan ketidaktahuan 

masyarakat akan pentingnya legalitas tanah wakaf, serta kebanyakan 

nazir kurang memahami tentang tata kelola perwakafan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penulis 

merumuskan pertanyaan penelitian sebagai batasan penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  
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1. Bagaimanakah optimalisasi pengelolaan wakaf produktif untuk 

meningkatkan kesejahteraan umat di Kecamatan Porsea? 

2. Apa saja hambatan yang dihadapi dan apa solusi dalam pengelolaan 

wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat di Kecamatan 

Porsea? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan penelitian ini mengetahui tentang bagaimana optimalisasi 

pengelolaan wakaf produktif Yayasan Ar-Rahman untuk meningkatkan 

kesejahteraan umat di Kecamatan Porsea. 

2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam pengelolaan wakaf 

produktif di Yayasan Ar-Rahman Porsea. 

E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambahkan 

pengetahuan dan wawasan mengenai optimalisasi pengelolaan wakaf 

produktif, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu 

pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.  

2.  Manfaat praktis  

a. Pihak penulis: memperkaya khazanah keilmuan penulis, terutama 

dalam bidang ekonomi Islam tentang teori wakaf dalam ekonomi Islam. 

b. Diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat bagi masyarakat dan 

memberikan kontribusi bagi pengelola wakaf produktif agar dapat 
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mengembangkan aset wakaf menjadi lebih produktif, transparan dan 

akuntabel. 

c. Pihak praktisi atau lembaga penggagas ekonomi syariah di Indonesia: 

hasil penelitian ini kiranya bisa menjadi satu rujukan untuk menelaah 

kembali aturan-aturan yang bisa menyokong sebuah kemaslahatan umat. 
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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

A. Landasan Teori 

1. Wakaf 

a. Pengertian Wakaf 

Wakaf menurut bahasa arab berarti “al-habsu”, yang berasal dari kata 

kerja habasa-yahbisu-habsan, menjauhkan orang dari sesuatu atau 

memenjarakan. Kata wakaf sendiri berasal dari kata waqafa (fiil madi)- 

yakifu (fiil mudari)-waqfan (isim masdar) yang berarti berhenti atau berdiri 

sedangkan wakaf menurut istilah syara‟ adalah “ menahan harta yang 

mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan 

bendanya dan digunakan untuk kebaikan”.
16

 Menurut kamus popular istilah 

Islam, wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan 

Allah; memindahkan hak pribadi menjadi milik suatu badan yang 

memberikan manfaat bagi masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan 

kebaikan dan ridha Allah.
17

 Dilihat dari beberapa pengertian baik secara 

etimologis maupun terminologis wakaf merupakan shadaqah jariah, sebagai 

sumbangan kebajikan yang mengalirkan pahala setelah yang bersangkutan 

meninggal dunia, dan dapat disimpulkan bahwa harta wakaf bukanlah harta 

pribadi, tetapi harta kelompok tertentu dalam masyarakat.
18

 

                                                 
16

 Drs. Adijani Al-Alabij, S.H. Perwakafan Tanah di Indonesia. (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2012), hlm.25 
17

 Dewi Astuti. Kamus Popular Istilah Islam. (Jakarta: PT. Gramedia, 2012) hlm.383. 
18

 Drs. Mukhtar Lutfi, M.Pd. Pemberdayaan Wakaf Produktif. (Makassar: Alauddin 

University Press, 2012), hlm.4-6 
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Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib wakaf adalah penahanan 

harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat 

benda dengan memutuskan thasarruf (penggolongan) dalam penjagaannya 

atas pengelolaan yang telah disepakati.
19

 

Para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, 

sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. 

Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut
20

: 

1. Abu Hanifah 

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik 

si waqif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. 

Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si 

waqif, bahkan ia dibenarkan menarik kembali dan ia boleh menjualnya. 

Jika si waqif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli 

warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “ menyumbangkan 

manfaat”, karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : “ 

tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap 

sebagai hak milik dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu 

pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang.
21
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 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Cet.I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2014),hlm.239. 
20

 Departemen  Agama  RI,  Fiqh  Wakaf,(Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 

Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2019), hlm.2 
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2. Mazhab Maliki 

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta   

yang   diwakafkan   dari   kepemilikan   namun   wakaf   tersebut 

mencegah waqif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikan 

atas harta tersebut kepada yang lain. Dengan kata lain, pemilik harta 

menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi 

membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu 

pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi 

milik si waqif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu dan 

karenanya tidak boleh diisyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).
22

 

3. Mazhab Syafi‟i dan Ahmad bin Hambal 

Imam Syafi‟i dan Ahmad Bin Hambal berpendapat bahwa wakaf 

adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan waqif, setelah 

sempurna prosedur perwakafan. Waqif tidak boleh melakukan apa saja 

terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara 

memindahkan kepemilikannya kepada yang lain., baik dengan tukaran 

atau tidak.
23

 Jika waqif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat 

diwarisi oleh ahli warisnya. Waqif menyalurkan manfaat harta yang 

diwakafkan tersebut kepada mauquf ‘alaih sebagai sedekah yang 

mengikat, dimana waqif tidak dapat melarang penyaluran sumbangan 

tersebut. 
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 Ibid, hlm.3 
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 Departemen Agama RI, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia,(Jakarta: Direktorat 
Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2019), hlm.3 
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4. Menurut Jumhur Ulama 

Wakaf adalah menahan harta benda yang mungkin diambil manfaatnya 

dengan tetap utuhnya benda („ain-nya) dengan memutuskan hak 

penguasaan terhadap harta tersebut baik bagi kepentingan yang mubah 

sesuai dengan syarat Islam dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah 

dan oleh karenanya beralihlah hak kepemilikan kepada Allah.
24

 

Jadi pengertian wakaf dalam syari‟at Islam jika dilihat dari perbuatan 

orang yang mewakafkan dapat dikatakan bahwa wakaf ialah suatu perbuatan 

hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan atau mengeluarkan 

harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah 

atau dalam jalan kebaikan. 

b. Dasar Hukum Wakaf 

Dalam  Al-Qur‟an,  kata  wakaf  sendiri  tidak  secara  eksplisit  

disebutkan, akan tetapi keberadaannya  diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur‟an 

dan contoh dari Rasulullah saw serta tradisi para sahabat. Dasar hukum 

wakaf tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Al-Qur‟an 

Beberapa ayat yang telah mengilhami dan dapat digunakan sebagai 

pedoman atau dasar seseorang untuk melakukan ibadah wakaf, dan 

menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Ayat- 

ayat tersebut antara lain sebagai berikut: 

 

                                                 
24
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a. QS. Ali Imran ayat 92 

                    

       

Artinya : 

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), 

sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa 

saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.
25

 
 

Ayat ini terkait dengan perbuatan Abû Thalhah  ra.  seorang  sahabat 

terkaya di Madinah dari kalangan  Anshar  yang  menyumbangkan  hartanya  

berupa tanah Bairukha untuk kepentingan agama  Islam.  Ayat  ini  menjadi 

landasan berwakaf dan merupakan sebab turunnya ayat , atas perbuatan Abû 

Thalhah ra. dan juga terkait dengan lahan di Khaibar yang dimiliki oleh 

sahabat Umar Ibn Khattab ra. untuk menahan pokoknya dan menginfakkan  

buahnya di  jalan Allah.
26

 

 

b. QS. Al-Baqarah ayat 261 

                        

                            

 

Artinya: 

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 

menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih 

yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah 

melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah 

                                                 
25

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: CV. Diponegoro, 

2005),hlm. 63 
26

 Kementrian Agama RI, Quran Tajwid Maghfirah , hlm. 62. 
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Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.
27

 

c. QS. Al-Baqarah ayat 267 

                       

                      

                

Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) 

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa 

yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu 

memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, 

Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 

memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha 

Kaya lagi Maha Terpuji.
28

 

 

Al-Hakim, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan lainnya meriwayatkan dari al- 

Barra‟ ra., dia berkata, “Ayat ini turun berkenaan dengan kaum Anshar, yang 

merupakan pemilik kebun kurma. Saat itu, tiap orang menyedekahkan 

sebagian hasil kebunnya sesuai dengan jumlah yang dimilikinya. Ada 

seseorang yang mengeluarkan sedekahnya dengan satu tandan kurma, dan 

menggantungnya di masjid. Saat itu orang-orang (para penghuni Shuffah ) 

tidak mempunyai makanan, dan apabila mereka sedang lapar, mereka 

mendatangi tandan kurma tersebut , lalu memukulnya dengan tongkat hingga 

kurma yang masih muda berjatuhan lalu memakannya. Namun ada beberapa 

orang tidak suka dengan perintah bersedekah, apabila  bersedekah  mereka  

memberikan  tandan  kurma  basah  yang  terdiri  dari kurma jelek yang 
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keras bijinya dan kurma basah yang sudah rusak serta tandan yang telah 

patah. Atas hal tersebut, Allah menurunkan ayat ini.
29

 

Secara umum ketiga surah diatas menyatakan agar menginfakan harta 

dijalan Allah, beramal saleh, tolong menolong sebagai tanda bukti keimanan 

seseorang. Meski tidak satupun  terdapat  kata  wakaf,  namun  pada  

dasarnya wakaf adalah menginfakkan sebagian rezeki dari Allah untuk 

menolong atau  berbagi kepada orang lain dalam rangka ibadah. 

Sebagaimana sifat harta benda diwakafkan bernilai kekal, maka derma 

wakaf ini bernilai kontinyu (terus - menerus). Oleh sebab itu wakaf 

merupakan sedekah jariyah.
30

Kata tanfiqu pada ketiga ayat tersebut 

mengandung makna umum, yaitu mengandung makna menginfakkan harta 

dijalan kebaikan, sedangkan wakaf ialah menyisihkan atau menafkahkan 

harta dijalan Allah sehingga dijadikan sebagai dalil wakaf. 
31

 

2. Al-Hadits 

Adapun Hadist yang menjadi dasar wakaf, yaitu : 

 

Artinya :  

“Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Bahwa Rasulullah saw. bersabda: 

Apabila manusia mati, putuslah amalnya kecuali tiga (perkara): Shadaqah 

jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak saleh yang berdoa 
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 Kementrian Agama RI, Quran Tajwid Maghfirah , hlm.45 
30

 Mukhtar Lutfi, Optimalisasi Pengelolaan Wakaf (Cet.I; Makassar: Alauddin Press, 

2011), hlm. 56-57. 
31

  Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif , hlm.19. 
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untuk orang tuanya. (HR. Muslim)
32

 

 

Hadis yang diriwayatkan oleh ibnu Umar telah  menjadi  pegangan  

kuat oleh pakar-pakar hukum Islam sebagai landasan yang kuat bagi 

pembentukan wakaf. Disamping itu pula telah memberikan gambaran dalil 

pembentukan wakaf serta adanya amal jariyah. Sedekah jariyah yang 

dimaksud dalam hadis Abu Hurairah ialah harta yang diwakafkan yang 

pahalanya mengalir secara terus - menerus, selama benda wakaf itu ada dan 

dimanfaatkan.
33

 

 

 

Artinya :  

“Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh 

sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk 

memohon petunjuk. Umar berkata : Ya Rasulallah, saya mendapatkan 

sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik 

itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku ? Rasulullah 

                                                 
32

 Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Mukhtassar Shahih Muslim, Cet I. 

Diterjemahkan oleh KMCP & Imron Rosadi, (Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 

2014), hlm. 701 
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menjawab : Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu 

sedekahkah (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, 

tidak diwariskan dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar : Umar 

menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, 

sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang 

bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya 

dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud 

menumpuk harta“ (HR. Muslim).
34

 

 

Sedangkan dalam Undang-Undang dan peraturan pemerintah nasional 

telah dituliskan beberapa peraturan yang dapat dijadikan dasar dalam 

perwakafan diantaranya: 

1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara 

Perwakafan Tanah Milik. 

3) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian 

Terhadap PP No. 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan 

Tanah Milik. 

4) Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24 

Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf. 

5) Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-2782 Tentang 

Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf. 

6) Instruksi Presidan Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi 

Hukum Islam. 

7) Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 

                                                 
34

 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Bulughul Maram, Cet. XXVII, Diterjemahkan oleh 

A. Hassan, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2012), hlm. 410 
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8) Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan 

UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 
35

 

c. Rukun dan Syarat Wakaf 

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. 

Berikut ini akan dijelaskan mengenai rukun dan syarat yang ada dalam 

wakaf : 

1. Rukun Wakaf 

Dalam istilah fikih, rukun merupakan penyempurna sesuatu dan 

bagian dari sesuatu itu sendiri. Sedangkan menurut bahasa, rukun 

diterjemahkan dengan sisi yang terkuat atau sisi dari sesuatu yang menjadi 

tempat bertumpu.
36

 

Wakaf mempunyai rukun, yaitu: 
37

 

a. Waqif (orang yang memberikan wakaf). 

b. Mauquf bih (barang atau benda yang diwakafkan). 

c. Mauquf ’alaih (pihak yang diberi wakaf/ peruntukan wakaf) 

d. Sighat (pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu kehendak untuk 

mewakafkan sebagian harta benda) 

2. Syarat Wakaf 

 Seseorang yang akan mewakafkan hartanya (Waqif ) 

disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau kamalul ahliyah (legal 
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competent) dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan hukum 

tersebut meliputi empat kriteria, yaitu 
38

: 

a. Waqif ( orang yang mewakafkan hartanya ) 

Seorang waqif haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan 

hartanya, diantaranya kecakapan bertindak hukum. Seseorang untuk 

dapat dipandang cakap hukum tentu harus memenuhi persyaratan, 

yakni:
39

 

1. Berakal sehat 

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, 

sebab ia tidak berakal, tidak mumayyiz, dan tidak mampu 

melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf 

orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit 

atau kecelakaan, maka  hukumnya  tidak  sah  karena  akalnya tidak 

lagi sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya. 

2. Baligh 

Tidak sah wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa 

(baligh), karena ia dipandang tidak layak untuk melakukan akad 

dan tidak mampu untuk menggugurkan hak miliknya. 

3. Merdeka dan pemilik harta wakaf 

Wakaf tidak sah dilakukan oleh seorang budak, karena wakaf 

adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik 
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itu kepada orang lain. Sedangkan budak tidak mempunyai hak 

milik, dirinya dan apa yang  dimiliki  adalah milik tuannya. Namun, 

Abu Zahrah mengatakan bahwa  para  fuqaha  sepakat bila seorang 

budak mewakafkan hartanya apabila telah memperoleh izin dari 

tuannya, karena ia sebagai wakil darinya. 

4. Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)
40

 

Orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak layak 

untuk berbuat kebaikan (tabarru’), maka wakaf yang dilakukan 

hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang 

berada dibawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama 

hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan adalah 

untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk 

sesuatu yang sia-sia, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi 

beban orang lain. 

b. Mauquf bih (barang atau benda yang diwakafkan) 

Kriteria benda sebagai syarat harta wakaf mengeluarkan segala 

sesuatu hanya berbentuk manfaat (bukan barang) dan wakaf yang wajib 

dalam tanggungan. Wakaf demikian tidak sah kecuali jika berupa 

benda-benda walaupun hasil rampasan atau tak terlihat sebab barang 

hasil rampasan sudah menjadi hak miliknya, juga sah wakaf orang 
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wakaf orang buta karena tidak diisyaratkan untuk sahnya wakaf melihat 

barang yang diwakafkan.
41

 

c. Mauquf ’alaih (pihak yang diberi wakaf/ peruntukan wakaf) 

Wakaf haruslah dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan 

diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan 

amal yang mendekatkan diri manusia kepada Allah. Karena itu mauquf 

‘alaih haruslah pihak kebajikan. Para faqih sepakat berpendapat bahwa 

infaq kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai 

ibadah yang mendekatkan manusia kepada Tuhan-Nya.
42

 

d. Sighat (pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu kehendak untuk 

mewakafkan sebagian harta benda) 

Pernyataan waqif yang merupakan tanda penyerahan barang atau 

benda yang diwakafkan itu dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. 

Pernyataan waqif juga harus jelas yakni melepaskan haknya atas 

pemilikan benda yang diwakafkan dan menentukan peruntukan benda 

itu apakah khusus atau umum. Ikrar wakaf merupakan pernyataan 

kehendak dari waqif untuk mewakafkan tanah benda miliknya.
43

 

Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan untuk 

menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang 

yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu 

pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti 

pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian 
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hari.
44

 

Secara garis besar, syarat sahnya shighat ijab, baik lisan maupun 

tulisan adalah: 

a. Shighat harus munjaza (terjadi seketika/selesai). Maksudnya ialah 

sighat tersebut menunjukan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika 

setelah sighat ijab diucapkan atau ditulis. 

b. Sighat tidak diikuti syarat batil (palsu). Maksudnya ialah syarat yang 

menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, 

yakni kelaziman dan keabadian. 

c. Sighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain 

bahwa wakaf tersebut untuk selamanya. Wakaf adalah shadaqah 

yang disyariatkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti 

bertentangan dengan syariat oleh karena itu hukumnya tidak sah. 

d. Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf 

yang sudah dilakukan. 

Selain syarat dan rukun harus dipenuhi, dalam perwakafan 

sebagaimana disebutkan diatas, kehadiran nazir sebagai pihak yang diberi 

kepercayaan mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para 

mujtahid tidak menjadikan nazir sebagai salah satu rukun wakaf, namun 

para ulama sepakat bahwa waqif harus menunjuk nazir wakaf, baik yang 
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bersifat perseorangan maupun kelembagaan.
45

 Pengangkatan nazir wakaf ini 

bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terus, sehingga harta wakaf 

tidak sia-sia. 

Nazir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurusi 

wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan. 

Sedemikian pentingnya kedudukan nazir dalam perwakafan, sehingga 

berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung pada nazir itu sendiri. Untuk itu, 

sebagai instrumen penting dalam perwakafan, nazir harus memenuhi syarat-

syarat yang memungkinkan, agar wakaf dapat memberdayakan sebagaimana 

mestinya. 

Untuk lebih jelasnya persyaratan nazir itu dapat diungkapkan sebagi 

berikut: 

1. Syarat moral 

a) Paham  tentang  hukum  wakaf  dan  ZIS,  baik  dalam  tinjauan  

syari‟ah maupun perundang-undangan RI 

b) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses 

pengelolaan dan tepat sasaran kepada tujuan wakaf 

c) Tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha 

d) Memiliki kecerdasan, baik emosional maupun spiritual 

2. Syarat manajemen 

a) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership 
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b) Visioner 

c) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan 

pemberdayaan 

3. Syarat bisnis 

a) Mempunyai keinginan 

b) Mempunyai pengalaman 

c) Memiliki ketajaman melihat peluang usaha 

Dalam persyaratan yang telah dikemukakan di atas menunjukan bahwa 

nazir menempati pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta 

wakaf. Ditinjau dari segi tugas nazir, dimana dia berkewajiban untuk 

menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta wakaf yang 

diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jadi jelas  

berfungsi atau tidaknya wakaf bergantung pada peran nazir.
46

 

d. Macam-Macam Wakaf 

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, 

maka wakaf dibagi menjadi dua (2) macam:
47

 

1. Wakaf Ahli 

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang 

atau lebih, keluarga si waqif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut 

wakaf dzurri. 

Pada perkembangan selanjutnya wakaf dzurri ini dianggap kurang 
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dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering 

menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf 

itu oleh keluarga yang diserahi harta wakaf ini. Lebih-lebih kalau 

keturunan keluarga tersebut berlangsung kepada anak cucunya.
48

 

2. Wakaf Khairi 

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau 

kemaslahatan umum. Wakaf ini ditujukan kepada umum, dengan tidak 

terbatas penggunaanya yang mencakup semua aspek untuk 

kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Seperti 

wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, 

jembatan, rumah sakit, dan lain-lain. 

Wakaf khairi atau wakaf umum inilah yang paling sesuai dengan 

ajaran Islam dan yang dianjurkan pada orang yang mempunyai harta   

untuk   melakukannya   guna   memperoleh   pahala   yang terus 

mengalir bagi orang yang bersangkutan kendatipun ia telah meninggal 

dunia, selama wakaf itu masih bisa diambil manfaatnya.
49

 

Berdasarkan substansi ekonominya, wakaf dibagi menjadi dua macam 

:
50

 

1. Wakaf Langsung 

Yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-
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orang yang berhak, seperti wakaf masjid yang disediakan sebagai 

tempat sholat, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Pelayanan langsung 

ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung 

dan menjadi modal tetap yang selalu bertambah dari generasi ke 

generasi. Wakaf seperti ini merupakan aset produktif yang sangat 

bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Wakaf seperti ini 

bertujuan memberi manfaat langsung kepada semua orang yang berhak 

atas wakaf tersebut. 

2. Wakaf Produktif 

Yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, 

baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa 

manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari 

keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada 

orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, 

wakaf produktif diolah untuk menghasilkan barang atau jasa kemudian 

dijual dan hasilnya sesuai dengan tujuan wakaf.
51

 

e. Tujuan dan Manfaat Wakaf 

Fungsi wakaf telah disebutkan secara jelas dalam Kompilasi Hukum 

Islam pasal 216 yang berbunyi bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan 

manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Melihat hal tersebut, 

tentunya saat ini manfaat wakaf sudah banyak yang dinikmati oleh  

masyarakat, baik itu di bidang peribadatan, pendidikan, kesehatan, sosial dan 
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lainnya dengan tetap menjaga kekekalan nilainya. Oleh karena itu fungsi 

utama dari wakaf yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta 

benda untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan 

umum.
52

 

Dalam tujuan wakaf setidaknya disyaratkan beberapa hal berikut, 

tentunya tujuannya juga harus baik dan sesuai dengan syariah, hal ini agar 

tujuan wakaf yang sebenarnya dapat tercapai, tujuan-tujuan tersebut adalah: 

53
 

1. Membantu yayasan pendidikan umum atau khusus, kelompok profesi, 

yayasan Islam, perpustakaan umum atau khusus. 

2. Membantu pelajar dan mahasiswa untuk belajar didalam dan luar 

negeri. 

3. Membantu yayasan riset ilmiah Islam. 

4. Memelihara anak yatim, janda dan orang-orang lemah. 

5. Memelihara orang tua jompo dan yayasan yang memberi pelayanan 

kepada mereka. 

6. Membantu fakir miskin dan semua keluarga yang berpenghasilan pas- 

pasan. 

7. Memberikan pelayanan umum berupa air dan listrik, pelayanan 

kesehatan, penyeberangan dan lainnya baik di kota maupun di desa 

tempat tinggal. 
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8. Membangun masjid dan memberi perlengkapannya, serta mengisinya 

dengan mushaf Al-Qur‟an dan Kitab-kitab, juga berinfak untuk 

keperluan masjid.
54

 

9. Memberi bantuan keuangan dengan syarat yang ringan kepada 

pengusaha kecil yang memerlukan tambahan modal. 

2. Wakaf Produktif 

a. Pengertian Wakaf Produktif 

Wakaf produktif juga dapat didefinisikan yaitu harta yang dapat 

digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, 

perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda 

wakaf secara langsung tetapi dari keuntungan bersih dari hasil 

pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak 

sesuai tujuan wakaf.
55

 

Wakaf produktif merupakan skema pengelolaan donasi wakaf dari 

umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut sehingga mampu 

menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Dimana donasi wakaf ini dapat 

berupa harta  benda bergerak seperti uang dan logam mulia, maupun benda 

tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Keuntungan dari wakaf produktif 

ini diharapkan dapat mendukung dan membiayai fungsi pelayanan sosial 

wakaf. 
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b. Pengelolaan Wakaf Produktif 

Jika kita melihat perkembangan wakaf yang ada Di Indonesia, 

setidaknya perkembangan pengelolaan wakaf dapat dibagi menjadi tiga 

macam pengelolaan, yakni sebagai berikut
56

: 

1. Periode Tradisional 

Dalam periode ini, wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang 

murni dimasukan dalam kategori ibadah mahdhah (pokok). Yaitu 

kebanyakan benda-benda wakaf diperuntukkan untuk kepentingan 

pembangunan fisik, seperti mesjid, mushalla, pesantren, kuburan, 

yayasan dan sebagainya. Sehingga keberadaan wakaf belum 

memberikan kontribusi sosial yang luas karena hanya untuk kepentingan 

yang bersifat konsumtif. 

Ciri-ciri dari pengelolaan wakaf secara tradisional adalah sebagai 

berikut
57

 : 

a. Kepemimpinan. Corak kepemimpinan dalam lembaga kenaziran 

masih sentralistik-otoriter dan tidak ada sistem kontrol yang 

memadai. 

b. Rekruitmen SDM kenaziran. Banyak nazir wakaf yang hanya 

didasarkan pada aspek ketokohan seperti ulama, kyai, ustadz dan 

lain-lain, bukan aspek profesionalisme atau kemampuan 
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mengelola. 

c. Operasionalisasi pemberdayaan. Pola yang digunakan lebih kepada 

sistem yang tidak jelas (tidak memiliki standar operasional) karena 

lemahnya SDM, visi dan misi pemberdayaan, dukungan political 

will pemerintah yang belum maksimal dan masih menggunakan 

sistem ribawi. 

2. Periode Semi Profesional
58

 

Periode semi profesional adalah masa dimana pengelolaan wakaf 

secara umum sama dengan periode tradisional, namun pada masa ini 

sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, 

meskipun belum maksimal. Sebagai contoh adalah pembangunan 

mesjid-mesjid yang letaknya strategis dengan menambah bangunan 

gedung untuk pertemuan, pernikahan, seminar dan acara lainnya seperti 

Mesjid Sunda Kelapa, Mesjid Pondok Indah, Mesjid At-Taqwa Pasar 

Minggu, Mesjid Ni‟matul Ittihad Pondok Pinang (semua di Jakarta) dan 

lain-lain. 

Selain hal tersebut juga sudah mulai dikembangkannya 

pemberdayaan tanah-tanah wakaf untuk bidang pertanian, pendirian 

usaha- usaha kecil seperti toko-toko ritel, koperasi, penggilingan padi, 

usaha bengkel dan sebagainya yang hasilnya untuk kepentingan 

pengembangan di bidang pendidikan (Pondok Pesantren), meskipun 

pola pengelolaannya masih dikatakan tradisional. Pola pemberdayaan 
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wakaf seperti ini sudah dilakukan oleh Pondok Pesantren Modern As-

Salam Gontor, Ponorogo. Adapun secara khusus mengembangkan 

wakaf untuk kesehatan dan pendidikan seperti dilakukan oleh Yayasan 

Wakaf Sultan Agung, Semarang. Ada lagi yang memberdayakan dengan 

pola pengkajian dan penelitian secara intensif terhadap pengembangan 

wacana pemikiran Islam modern seperti yang dilakukan oleh yayasan 

wakaf Paramadina, dan sebagainya. 

c. Periode Profesional
59

 

Periode pengelolaan wakaf secara profesional ditandai dengan 

pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif. Keprofesionalan 

yang dilakukan meliputi aspek manajemen, SDM kenaziran, pola 

kemitraan usaha, bentuk benda wakaf bergerak seperti uang, saham dan 

surat berharga lainnya, dukungan political will pemerintah secara penuh 

salah satunya lahirnya Undang-undang wakaf. 

Dalam periode ini, isu yang dijadikan rujukan dalam pengelolaan 

wakaf secara profesional adalah munculnya gagasan wakaf tunai yang 

digulirkan oleh tokoh ekonomi asal Bangladesh, Prof. M.A. Mannan. 

Kemudian muncul pula gagasan wakaf investasi, yang di Indonesia 

sudah dimulai oleh Tazkia Consulting dan Dompet Dhuafa Republika 

bekerja sama dengan BTS Capital beberapa waktu lalu. 

Manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting 

dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia. Kalau dalam 
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paradigma lama wakaf selama ini lebih menekan pentingnya pelestarian dan 

keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf 

lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa 

kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Untuk meningkatkan dan 

mengembangkan aspek kemanfaatannya tentu uang sangat berperan sentral 

adalah sistem manajemen pengelolaan yang diterapkan.
60

 

Wakaf produktif merupakan skema pengelolaan donasi wakaf dari 

umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut sehingga mampu 

menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Dimana donasi wakaf ini dapat 

berupa harta  benda bergerak seperti uang dan logam mulia, maupun benda 

tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Keuntungan dari wakaf produktif 

ini diharapkan dapat mendukung dan membiayai fungsi pelayanan sosial 

wakaf. 

Pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat 

menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi disaat negeri kita 

sedang mengalami krisis ekonomi yang memerlukan antisipasi banyak 

pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya umat Islam khususnya, dan 

masyarakat Indonesia pada umumnya mengapresiasi peraturan perundangan 

perwakafan secara positif.
61

 

Muhammad Syafi‟i Antonio mengatakan bahwa wakaf produktif 

adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu pola 
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manajemen wakaf yang terintegratif, asas kesejahteraan nazir dan asas 

transformasi dan tanggungjawab.
62

 Pola manajemen wakaf integratif berarti 

memberi peluang bagi dana wakaf untuk dialokasikan kepada program-

program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup 

didalamnya. Asas kesejahteraan nazir menuntut pekerjaan nazir tidak lagi 

diposisikan sebagai pekerja sosial, tetapi sebagai profesional yang bisa 

hidup layak dari profesi tersebut. Sedangkan asas transparansi dan tanggung 

jawab mengharuskan lembaga wakaf melaporkan proses pengelolaan dana 

kepada umat tiap tahun. 

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa pihak yang 

menerima harta benda wakaf dari waqif untuk dikelola dan dikembangkan 

sesuai dengan peruntukannya dinamakan nazir atau nadir, yang merupakan 

salah satu unsur atau rukun wakaf. Tugas dan kewajiban pokok nazir 

tersebut adalah mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif 

sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya yang dilaksanakan sesuai 

prinsip syari‟ah.
63

 

Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif 

dimaksud dilakukan antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, 

penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, 

pertambangan, perindustrian, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan 

dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari‟ah. Jadi, nazir adalah 
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pengelola harta benda wakaf yang tugasnya mengelola dan mengembangkan 

harta wakaf sesuai dengan peruntukannya. 

Untuk mengelola wakaf secara produktif, terdapat beberapa asas yang 

mendasarinya yaitu:
64

 

1) Asas keabadian manfaat 

2) Asas pertanggungjawaban 

3) Asas profesionalitas manajemen 

4) Asas keadilan sosial 

c. Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif 

1. Peraturan perundangan wakaf 

Sebelum lahir UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf, perwakafan di 

Indonesia diatur dalam PP No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tahah 

milik dan sedikit tercover dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan 

pokok agrarian. 
65

 

2. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia 

Untuk konteks Indonesia, lembaga wakaf yang secara khusus akan 

mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional itu berupa Badan 

Wakaf Indonesia (BWI). Tugas dari lembaga ini adalah mengkoordinir 

nazir-nazir (membina) yang sudah ada atau mengelola secara mandiri 

terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf 
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tunai.
66

 

3. Pembentukan kemitraan usaha 

Untuk mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dari 

dana wakaf tunai, perlu diadahkan model pemafaatan dana tersebut 

kepada sektor usaha yang produktif dan lembaga yang memiliki reputasi 

yang baik. Salah satunya dengan membentuk dan menjalin kerjasama 

dengan perusahaan modal ventura. 
67

 

4. Penerbitan sertifikat wakaf tunai 

Manfaat lain dari sertifikat wakaf tunai adalah dapat mengubah 

kebiasaan lama, dimana kesempatan wakaf itu seolah-olah hanya untuk 

orang kaya saja. Penerbitan sertifikat wakaf tunai diharapkan menjadi 

sasaran bagi rekonstruksi sosial dan pembangunan, dimana mayoritas 

penduduk dapat ikut berpartisispasi. 
68

 

d. Program Pengelolaan Wakaf Produktif 

1. Program Jangka Pendek 

Dalam rangka mengembangkan tanah wakaf secara produktif, satu hal 

yang dilakukan oleh pemerintah dalam program jangka pendek adalah 

membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Keberadaan Badan Wakaf 

Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis dalam memperdayakan 

wakaf secara produktif. 
69

 

Pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggarakan koordinasi 
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dengan nazir dan pembina manajemen wakaf secara nasional maupun 

internasional. 

2. Program Jangka Menengah dan Panjang 

Dengan mengembangkan lembaga – lembaga nazir yang sudah ada 

agar lebih profesional dan amanah. Dalam rangka upaya tersebut, badan 

wakaf Indonesia yang berfungsi sebagai lembagayang mengkoordinir 

perwakafan harus memberikan dukungan manajemen bagi pelaksanaan 

pengelolaan tanah – tanah produktif seperti: 
70

 

a. Dukungan sumber daya manusia 

b. Dukungan advokasi 

c. Dukungan keuangan 

d. Dukungan pengawasan 

e. Indikator Wakaf Dikatakan Produktif 

Secara teori untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari 

pengeloalaan tanah wakaf maka didalam pelaksanaannya haruslah dilakukan 

dengan baik diantaranya adalah sebagai berikut
71

: 

1. Lembaga wakaf yang terakreditasi 

Lembaga wakaf yang dinyatakan layak beroperasi hingga 

bermanfaat bagi lapisan masyarakat. 

2. Programnya yang bervariasi 

Program dalam sistem persekolahan dimana hanya mempersiapkan 
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sejumlah mata pelajaran yang diperuntukan bagi siswa yang ingin 

melanjutkan studi dan diatur sedemikian rupa sehingga dapat 

dilaksanakan oleh anak didik dari waktu yang lebih singkat dari biasa. 

Adapun metode penyusunan bahan program yang tersusun berupa 

keterangan pendek dengan menggunakan tes pilihan berganda. 

3. Optimalisasi manfaat 

Dapat memanfaatkan peluang yang ada bertujuan untuk menjadikan 

yang paling baik tanpa merugikan pihak manapun. 

4. Bentuk-bentuk pengelolaan kreatif, profesional dan akuntabel. 

Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakan tenaga 

orang lain sehingga membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan 

organisasi misalnya memberikan pengawasan pada semua hal yang 

terlibat dalam kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. 

5. Sistem pengawasan yang baik 

Seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga 

membentuk suatu totalitas. 

6. Rencana strategis (Strategis Planing) 

Rancangan sesuatu yang akan dikerjakan tanpa membutuhkan 

waktu yang banyak. 

Indikator wakaf di atas akan berkembang lebih baik melalui konsep 

pengelolaan yang terstruktur, terprogram, terencanakan dengan tujuan yang 

jelas dalam pengelolaan harta wakaf berdasarkan manajemen strategi 

pengelolaan wakaf. 
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Karena itu, perlu adanya strategi khusus untuk pengelolaan kekayaan 

harta wakaf, agar harta wakaf benar-benar mempunyai nilai ibadah, juga 

nilai-nilai pengembangan bagi umat dan kemanusiaan, dengan demikian 

strategi melibatkan pengambilan keputusan berjangka panjang dan rumit 

serta berorientasi masa depan dengan membutuhkan sumber daya yang besar 

dan partisipasi manajemen puncak.
72

 

f. Macam-Macam Wakaf Produktif 

1. Wakaf Uang 

Wakaf uang dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi 

yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, karena uang disini 

tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat 

memunculkan suatu hasil yang lebih banyak. 

Dari Wahbah Az-Zuhaily, dalam kitab Al-Fiqh Islamy Wa Adilatuha, 

menyebutkan bahwa madzhab Hanafi membolehkan wakaf uang karena 

uang yang menjadi modal usaha itu, dapat bertahan lama dan 

mengandung banyak manfaat untuk kemaslahatan umat.
73

 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang 

wakaf uang tunai pada tanggal 11 Mei 2002 sebagai berikut :
74

 

a) Wakaf uang ( cash wakaf / waqf al – Nuqut ) adalah wakaf yang 

dilakukan oleh sekelompok atau seseorang maupun badan hukum 

yang berbentuk wakaf tunai. 
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b) Termasuk dalam pengertian uang adalah surat – surat berharga. 

c) Wakaf yang hukumnya jawaz ( boleh ) 

d) Wakaf yang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal – hal 

yang dibolehkan secara syar‟i 

e) Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh 

dijual, dihibah kan atau diwariskan. 

Selain fatwa MUI di atas, pemerintah melalui DPR juga telah 

mengesahkan Undang –Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang 

didalamnya juga mengatur bolehnya wakaf berupa uang. 

2. Sertifikat Wakaf Tunai 

Sertifikat wakaf tunai adalah salah satu instrument yang sangat 

potensial dan menjanjikan, yang dapat dipakai untuk menghimpun dana 

umat dalam jumlah besar. Sertifikat wakaf tunai merupakan semacam 

dana abadi yang diberikan oleh individu maupun lembaga muslim yang 

mana keuntungan dari dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan 

masyarakat. 

Sertifikat wakaf tunai ini dapat dikelola oleh suatu badan investasi 

sosial tersendiri atau dapat juga menjadi salah satu produk dari institusi 

perbankan syari‟ah. Tujuan dari sertifikat wakaf tunai adalah sebagai 

berikut: 

a. Membantu dalam pemberdayaan tabungan sosial 

b. Melengkapi jasa perbankkan sebagai fasilitator yang menciptakan 

wakaf tunai serta membantu pengelolaan wakaf. 
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3. Wakaf Saham 

Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu 

menstimulus hasil – hasil yang dapat didedikasikan untuk umat, bahkan 

dengan modal yang besar, saham justru akan memberi kontribusi yang 

cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain. 

g. Tujuan Kepengurusan Wakaf Produktif 

Kepengurusan wakaf adalah kepengurusan yang memberikan 

pembinaan dan pelayanan terhadap sejumlah harta yang dikhususkan untuk 

merealisasikan tujuan tertentu.
75

 Tujuan merealisasikan tersebut sebesar 

mungkin memperoleh manfaat untuk tujuan yang telah ditentukan pada harta 

tersebut. Untuk itu tujuan kepengurusan wakaf dapat disimpulkan sebagai 

berikut:  

1. Meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf, sehingga mencapai 

target ideal untuk memberi manfaat sebesar mungkin. 

2. Melindungi pokok-pokok harta wakaf dengan mengadakan 

pemeliharaan dan penjagaan yang baik dalam menginvestasikan 

harta wakaf. 

3. Melaksanakan tugas distribusi hasil wakaf dengan baik kepada 

tujuan wakaf yang telah ditentukan. 

4. Berpegang teguh pada syarat-syarat wakaf. 

5. Memberi penjelasan kepada dermawan dan mendorong mereka untuk 

melakukan wakaf baru. 
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3. Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam 

a. Pengertian Kesejahteraan 

Sejahtera sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat dari segala 

macam gangguan, kesukaran dan sebagainya. 
76

 Pengertian ini sejalan 

dengan pengertian “Islam” yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. 

Dari pengertian ini maka dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan 

sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. 

Kesejahteraan merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-

pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bermaksud untuk membantu 

individu dan kelompok agar mencapai standar-standar kehidupan dan 

kesehatan yang memuaskan, serta hubungan-hubungan perorangan dan 

sosial yang memungkinkan mereka memperkembangkan segenap 

kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan 

kebutuhan-kebutuhan keluarga ataupun masyarakat.
77

 

Secara harfiah sejahtera berasal dari kata sansekerta, yaitu Catera yang 

berarti payung, artinya adalah orang yang sejahtera adalah orang yang 

hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, kekhawatiran 

sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin.
78

 Sedangkan 

menurut Undang-undang ketenagakerjaan menjelaskan bahwa kesejahteraan 
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adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan atau kepuasan yang bersifat 

jasmaniyah dan rohaniyah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, 

yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktifitas 

kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.
79

 

Berdasarkan pemaparan di atas kesejahteraan adalah salah satu aspek 

yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial 

dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan 

terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu 

membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil dan 

dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis 

dalam bermasyarakat. 

b. Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam 

Islam menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial, oleh karena 

itu dia haruslah mengembangkan kepribadiannya dalam masyarakat, dan 

jika dihubungkan dengan kesejahteraan, maka kesejahteraan dalam Islam 

tidaklah hanya dinilai dari ukuran material saja, akan tetapi juga diukur dari 

nilai non material seperti terpenuhinya kebutuhan spritual, terpeliharanya 

nilai-nilai moral, dan terwujudnya kesejahteraan sosial.
80

 Sehingga 

kesejahteraan akan tercipta dengan seimbang, tidak mementingkan 

kebutuhan yang bersifat material saja akan tetapi juga ditekankan kebutuhan 

spiritual yang meliputi kebutuhan keagamaan yang akan mengkontrol setiap 
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kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh setiap masyarakat. 

Para Fuqaha sepakat bahwasanya kesejahteraan manusia dan 

penghapusan kesulitan adalah tujuan utama syari‟ah, pandangan ini dalam 

konsep ekonomi Islam memberi penjelasan bahwa kesejahteraan dilakukan 

melalui penghapusan kesulitan dan ketidaknyamanan serta meningkatkan 

kualitas kehidupan secara material dan spiritual.
81

 

Sedangkan kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang 

memperlihatkan kehidupan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari standar 

kehidupan masyarakat.
82

Standar kehidupan masyarakat dapat dilihat melalui 

beberapa indikator yang telah ditentukan oleh Biro Pusat Statistik (BPS). 

Sedangkan kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1 ayat 1 

dikatakan bahwa: kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya 

kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak 

dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi 

sosial.
83

 Dimana kebutuhan material merupakan kebutuhan seperti: sandang, 

pangan, papan dan kebutuhan lainnya yang bersifat primer, skunder dan 

tersier. Adapun spiritual merupakan kebutuhan untuk memenuhi kewajiban 

beragama, serta mencari arti dan tujuan hidup. 

Dalam konsep Islam, terdapat satu titik awal yang harus kita 
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perhatikan, yang mana ekonomi Islam sesungguhnya bermuara pada Aqidah 

Islamiah yang bersumber dari ketetapan-ketetapan Allah yang berpedoman 

pada Al-Quran dan Hadits. Menurut M.Umar Chapra ekonomi Islam adalah 

sebuah pengetahuan yang membantu merealisasikan kebahagian manusia 

melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada pada 

koridor yang mengacu pada ajaran Islam .
84

 

Sedangkan menurut Muhammad Bin Arabi menyatakan ekonomi 

Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum ekonomi tentang yang kita 

ambil dari Al-Qur‟an dan Hadits dan pondasi ekonomi yang dibangun atas 

pokok-pokok tersebut dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan 

waktu.
85

 Adapun menurut Abdul Mannan ekonomi Islam adalah sebagai 

ilmu pengetahuan sosial ekonomi yang mempelajari masalah-masalah 

ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
86

 

Kesejahteraan hidup merupakan dambaan setiap manusia, masyarakat 

yang sejahtera tidak akan terwujud jika masyarakatnya hidup dalam keadaan 

miskin. Oleh karena itu kemiskinan harus dihapuskan kerena merupakan 

suatu bentuk ketidaksejahteraan yang menggambarkan suatu kondisi yang 

serba kurang dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.
87

 

Keinginan masyarakat dalam hal peningkatan kesejahteraan ekonomi 

sebagai mana diakui dalam Islam, yaitu memberi hak-hak yang pasti kepada 
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masyarakat dan menyediakan tata tertib sosial yang menjamin kesejahteraan 

sosial bersama dan menghapuskan kemiskinan.
88

 

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (maslahah) dari suatu masyarakat 

tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar (1) agama 

(al-dien), (2) hidup atau jiwa (nafs), (3) keluarga atau keturunan (nasl), (4) 

harta atau kekayaan (maal), dan (5) intelek atau akal (aql). Ia 

menitikberatkan bahwa sesuai tuntutan wahyu, “ kebaikan dunia ini dan 

akhirat (maslaha al-din wa al-dunya) merupakan tujuan utamanya”. Kunci 

pemeliharaan dari kelima tujuan dasar itu dibagi menjadi beberapa tingkat, 

yaitu
 89

: 

1. Kebutuhan-kebutuhan primer seperti makanan, pakaian dan tempat 

tinggal 

2. Kebutuhan skunder yang terdiri dari semua kegiatan dan hal-hal yang 

tidak vital, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan 

kesulitan dalam hidup. 

3. Kebutuhan tersier mencakup kegiatan dan hal-hal yang lebih jauh 

dari sekedar kenyamanan saja yang terdiri dari hal-hal yang 

melengkapi, menerangi dan mengisi hidup. 

Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini terletak pada 

penyediaan tingkat pertama, yaitu kebutuhan seperti makanan, pakaian dan 

perumahan. Namun demikian, Al-Ghazali menyadari bahwa kebutuhan- 
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kebutuhan dasar demikian cenderung fleksibel mengikuti waktu dan tempat 

dan dapat mencakup bahkan kebutuhan-kebutuhan sosial psikologis. 

Kelompok kebutuhan kedua terdiri dari semua hal yang tidak vital bagi lima 

fondasi tersebut, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan 

kesukaran dalam hidup, kelompok ketiga mencakup kegiatan dan hal-hal 

yang lebih jauh dari skunder. Kenyamanan saja yang terdiri dari hal-hal 

yang melengkapi, menerangi, dan menghiasi hidup.
90

 

c.  Indikator Kesejahteraan 

Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari 

Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat 

perlu memperhatikan indikator kesejahteraan tersebut. Adapun indikator 

kesejahteraan tersebut adalah: 

1. Jumlah dan Pemerataan Pendapatan 

Tanda-tanda masih belum sejahteranya suatu kehidupan masyarakat 

adalah jumlah dan sebaran pendapatan yang mereka terima. Kesempatan 

kerja dan bisnis diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda 

perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah 

pendapatan yang mereka terima. 

2. Pendidikan Yang Semakin Mudah Untuk Dijangkau 

Kesejahteraan manusia dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk 

mengakses pendidikan, serta mampu menggunakan pendidikan itu untuk 
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mendapatkan kebutuhan hidupnya. 
91

 

3. Kualitas Kesehatan Yang Semakin Meningkat dan Merata  

Masyarakat yang memebutuhkan pelayanan kesehatan tidak dibatasi 

oleh jarak dan waktu. Apabila masih banyak keluhan masyarakat 

tentang layanan kesehatan, maka itu pertanda bahwa suatu Negara 

masih belum mampu mencapai taraf kesejahteraan yang diinginkan oleh 

masyarakat. 

Ketiga indikator kesejahteraan tersebut juga dapat dijadikan sebagai 

parameter kemajuan suatu daerah. Baik di dalam bidang ekonomi, sosial, 

kesehatan maupun pendidikan. Sejahtera menunjuk ke keadaan yang lebih 

baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya di dalam keadaan makmur, 

keadaan sehat atau damai. 

B. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian 

terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Penelitian terdahulu 

(prioresearch) adalah untuk membandingkan antara penelitian yang 

dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu, apakah ada kesamaan 

ataupun perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian 

yang sebelumnya. 

1. Masruchin (2014), dalam Tesis berjudul “Wakaf Produktif dan 

Kemandirian Pesantren, dalam Studi Pengelolaan Wakaf Produktif” di 

Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo tahun 2014. Berawal dari 
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pemahaman masyarakat yang maih cenderung berfikir tradisional dan 

sempit tentang penyerahan tanah wakaf maupun pengelolaannya oleh 

Nazir yang masih jauh dari harapan. Begitu pula dengan pengalokasian 

wakaf yang masih bersifat konsumtif (non-produktif), dimana sebagian 

besar digunakan untuk membangun masjid dan kuburan. Untuk 

mengubah paradigm tersebut, pengelolaan wakaf produktif di Pondok 

Modern Darussalam Gontor sebagai instrument pengembangan wakaf 

yang lebih produktif dengan menggabungkan pola tradisional dengan 

professional dari aspek manajemen pengelolaan, Pondok Modern 

Darussalam Gontor menganut prinsip swakelola dengan melibatkan para 

guru, mahasiswa, dan para santri. Yang berbeda dari penelitian di atas, 

pengelolaan wakaf produktif pada Pondok Modern Darussalam Gontor 

dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dibidangnya masing-masing, 

dengan tujuan peningkatan profesionalisme yang dapat memberikan 

profit/kontribusi pendanaan untuk penunjang keberlangsungan aktifitas 

Pondok Modern Darussalam Gontor.
92

 

2. Dewi Angraini (2016), dalam tesis yang berjudul “Pengelolaan Wakaf 

Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) 

Makasar”. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengelolaan wakaf 

produktif pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) 

Makasar dan strategi pengembangan usaha-usaha wakaf produktif dalam 

rangka menjaga eksistensi Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia 
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(UMI) Makasar. Merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 

pendekatan syar‟i dan sosio-history. Hasil penelitian ini mengungkapkan 

bahwa pengelolaan wakaf produktif pada YWUMI berpedoman 

berdasarkan konsep manajemen Islam yang bertolak dari lima prinsip 

dasar, yaitu Amanah, Fathonah, Tabligh, Siddiq, dan Himayah. YWUMI 

mengelola asset wakafnya melalui tiga pilar utama, yaitu pilar 

pendidikan, usaha, dan kesehatan.
93

 

3. Suhairi (2015), dalam Jurnal yang berjudul “Implementasi Fungsi-Fungsi 

Manajemen Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Singapura” Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri (STAI) Jurai Siwo Metro Lampung. 

Merupakan penelitian pranata ekonomi dalam hukum Islam. Data 

dikumpulkan melalui tiga cara, yakni dokumentasi, wawancara, dan 

observasi. Pengolahan data dilakukan dengan sistematis, membuat 

klasifikasi dan kategorisasi berdasarkan relevansinya dengan objek kajian 

dan dianalisis dengan teori-teori manajemen, terutama fungsi-fungsi 

manajemen, dan manajemen wakaf produktif. Temuan penelitian ini 

adalah fungsi-fungsi manajemen telah diimplementasikan secara baik 

dalam pengelolaan wakaf prodktif di Singapura. Telah diimplementasikan 

dibuktikan dengan telah diterimanya sertifikat ISO9001 oleh MUIS 

dalam hal manajemen dan administrasi wakaf.
94
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4. Amirul Bahri (2016), dalam Indonesian Journal of Islamic Literature and 

Muslim Society Vol 1, No 2 Juli-Desember 2016 yang berjudul “Peranan 

Wakaf Produktif Pemuda Muhammadiyah Untuk Kesejahteraan Warga 

Desa Longkeyang, Bodeh, Pemalang” Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah 

Pemalang Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan mengkaji peranan wakaf 

produktif Pemuda Muhammadiyah di produktif ini adalah wakaf kain 

kafan dan dana pendidikan di pesantren untuk kader Muhammadiyah. 

Hasil dari Penelitian ini antara lain, Langkah awal gerakan wakaf 

produktif Pemuda Muhammadiyah di Longkeyang yakni, adanya 

kegelisahan warga dan pemuda Muhammadiyah dengan organisasi yang 

stagnan, sehingga ada kekhawatiran “kalau sebentar lagi Muhammadiyah 

di Longkeyang bakal habis”. Kemudian Membentuk Badan Pekerja 

Pengembangan Ranting Muhammadiyah (BP2RM) Desa Longkeyang 

dan Gerakan Wakaf Recehan Untuk Wakaf Produktif. Adapun, 

manajemen pengelolaan wakaf produktif Pemuda Muhammadiyah di 

Longkeyang yakni dari wakaf recehan yang terkumpul kemudian 

dibelikan tanah 1.500 m dan dimaksimalkan sebagai modal awal. 

Kemudian, tanah wakaf dikelola secara bersama-sama. Sementara itu, 

peranan wakaf produktif pemuda Muhammadiyah untuk kesejahteraan 

warga di Longkeyang sudah bisa dirasakan, khusunya dari pengelolaan 

lahan wakaf dan juga dari hasil tanaman tumpang sari pisang. Selain itu, 

beberapa program yang telah dihasilkan dari pengelolaan wakaf produktif 

ini adalah wakaf kain kafan dan dana pendidikan di pesantren untuk kader 
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Muhammadiyah.
95

 

5. Kris Dipayanti (2020), dalam Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma vol. 4 

No.1 November 2020, yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Produktif 

Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Tangerang Selatan.” 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif di 

tangerang selatan terhadap peningkatan perekonomian masyarakat 

tangerang selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Disini penulis hanya memakai 7 

sampel yang diambil dari masing-masing kecamatan yang ada di 

tangerang selatan. Tekhnik pengumpulan data menggunakan dokumentasi 

dan wawancara, untuk metode analisis data menggunakan data deskripsi 

analisis. Hasil penelitian ini berupa masjid, musholla, sarana pendidikan, 

majelis taklim dan pemakaman dengan adanya unit bisnis yang dibangun 

di atas tanah wakaf. luas tanah wakaf tangerang selatan sebanyak 

1.171.029 M
2 
, dari total keseluruhan tersebut terdapat ada 1.627 titik 

tempat yang ada di kota Tangerang Selatan. Dari 1.627 titik ini terdiri 

dari data wakaf masjid berjumlah 39, untuk musholla berjumlah 556, 

untuk sarana pendidikan berjumlah 437,untuk sarana majelis taklim 

berjumlah 39, untuk pemakaman berjumlah 105 dan untuk bisnis juga 

sarana umum dari wakaf ini berjumlah 10. Dari 1.627 titik asset wakaf.
96
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Dalam pembahasan ini, metode dalam penelitian berfungsi untuk 

menerangkan bagaimana data dikumpulkan dan bagaimana data tersebut 

dianalisis serta bagaimana hasil analisis tersebut akan dituliskan. 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Field Research (penelitian lapangan). 

Dalam proses penelitian, akan bersifat penelitian yang bertujuan untuk 

melakukan studi yang lebih mendalam mengenai suatu unit sosial 

sedemikian rupa sehingga menghasikan hasil (gambar) yang terorganisis 

dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.
97

 Hal ini mengenai 

pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh Yayasan Ar-Rahman 

Kecamatan Porsea. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

Pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik 

dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah.
98
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Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk meneliti secara menyeluruh dan 

mendalam dengan menganalisis fenomena, tindakan dari orang secara 

individu maupun kelompok, baik yang diperoleh dari data wawancara, 

maupun dokumentasi. Penelitian ini dilakukan untuk mendalami tentang 

pengelolaan Wakaf Produktif Yayasan Ar-Rahman di Kecamatan Porsea 

Kabupaten Toba. 

B. Sumber dan Jenis Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, 

tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainya. 

Dalam penelitian ini, data yang digunakan ialah data kualitatif dan juga data 

berupa angka yang merupakan jawaban dari responden. Sumber data yang 

digunkan adalah data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari 

tangan pertama). Data primer dalam penelitian ini berupa data hasil 

jawaban angket, wawancara dan juga pengamatan (observasi). Disini 

yang menjadi informan kunci adalah nazhir wakaf, waqif, tokoh agama, 

dan warga sekitar  Yayasan Ar-Rahman Kecamatan Porsea, Kabupaten 

Toba. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diterima peneliti secara tidak 

langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak 

lain). Data sekunder umumnya berupa bahan kepustakaan, peraturan 
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perundang-undangan yang tertulis, catatan atau laporan historis yang 

telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan dan 

yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini, data sekunder yang 

digunakan adalah laporan keuangan dana wakaf, literature mengenai 

wakaf serta dokumen lainnya yang diperlukan yang bersumber dari 

Yayasan Ar-Rahman Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang 

dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.
99

 Teknik kualitatif 

menghasilkan deskripsi lisan untuk menggambarkan kekayaan dan 

kompleksitas kejadian yang terjadi dalam rancangan alamiah dari sudut 

pandang partisipan.
100

 Metode pengumpulan data yang umumnya digunakan 

dalam kancah penelitian kualitatif adalah wawancara, observasi, dan focus 

group discusion. Menurut Juliansyah Noor, cara pengumpulan data dapat 

menggunakan teknik wawancara (interview), angket (questionnaire), 

pengamatan (observation), studi dokumentasi dan focus group discussion 

(FGD).
101

 Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Wawancara 
 

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang 

dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam 
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setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang 

telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama 

dalam proses memahami. Sedangkan menurut Moh. Nazir, wawancara 

adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan 

cara tanya jawab, sambil bertatap muka antar si penanya atau 

pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan 

alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).
102

 Metode 

pengumpulan data dalam penelitin kualitatif melalui wawancara 

dimaksudkan untuk mendalami dan lebih memahami suatu kejadian atau 

kegiatan subjek penelitian.
103

 Teknik wawancara ini dimaksudkan untuk 

memperoleh data yang akurat dari sumber data primer yang dibutuhkan 

untuk penelitian pengelolaan wakaf di Yayasan Ar-Rahman Kecamatan 

Porsea, Kabupaten Toba. Informan pada penelitian ini terdiri dari: 

a. Nazir Wakaf yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari 

waqif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan 

peruntukannya. 

b. Waqif yaitu pihak atau orang-orang ataupun badan hukum yang 

mewakafkan benda miliknya. 

c. Tokoh Agama yaitu orang-orang yang memiliki keberpihakan kuat 

terhadap perjuangan agama Islam dan mau berkorban baik materi 

maupun jiwa. 

d. Tokoh Masyarakat yaitu Orang-orang yang memiliki pengaruh di 
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masyarakat, baik tokoh masyarakat yang dipilih secara formal. 

e. Warga, yaitu orang-orang yang menetap atau tinggal di lingkungan 

sekitar warga dan yg menetap di suatu daerah dan sudah terdaftar 

sensus penduduk. 

2. Dokumentasi 

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, record yang tidak 

disiapkan karena adanya kepentingan penyidik.
104

 Dokumen juga dapat 

merupakan rekaman masa lalu yang ditulis atau dicetak dapat berupa 

catatan anekdot, surat, buku harian, dan dokumen dokumen.
105

 

Dokumentasi merupakan pengumpulan dan pemilihan dari dokumen 

tersebut.
106

 Sifat utama dari data ini, tidak terbatas ruang dan waktu 

sehingga menberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal hal 

yang terjadi diwaktu silam.
107

 Dokumentasi ini digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data untuk penelitian ini guna mendapatkan data 

yang diperlukan secara maksimal. 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyususn secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan 
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membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang 

lain. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis 

catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan 

pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai 

temuan bagi yang lain, sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut 

analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (meaning).
108

 

Pada proses analisis data kualitatif terdapat 3 (tiga) tahapan, yaitu reduksi 

data (data reduction), penyajian data (data display), dan pengambilan 

kesimpulan/verifikasi. Berikut ini penjelasan dari tahapan analisis data, 

analisis data kualitatif sebagai berikut : 

1. Reduksi data (data reduction)  

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan 

membuang yang tidak perlu (Sugiono, 2008:337). Pada tahapan ini, data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

memudahkan peneliti pada tahapan selanjutnya. Pada teknik ini, data-

data diperoleh dari para informan dan responden yang kemudian disusun 

secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.
109

  

2. Penyajian data (data display)  

Tahapan selanjutnya setelah mereduksi data adalah penyajian data. 

Pada tahapan ini, penyajian data dilakukan peneliti mengenai 

pengelolaan wakaf secara produktif . Dalam penyajian data, akan 
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disajikan dalam bentuk hasil wawancara dan kemudian dijelaskan lagi 

secara rinci. Sedangkan untuk penyajian data responden mengenai 

pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan Ar-Rahman Kecamatan 

Porsea, Kabupaten Toba disajikan dalam bentuk tabel kemudian diikuti 

dengan penjelasan-penjelasan sesuai dengan pengamatan peneliti 

dilapangan.  

3. Pengambilan kesimpulan / verifikasi  

Tahapan terakhir pada analisis data kualitatif adalah pengambilan 

kesimpulan/verifikasi. Untuk itu dalam analisis kualitatif deskriptif ini 

penulis gunakan untuk menganalisis tentang pengelolaan wakaf 

produktif pada Badan Yayasan Ar-Rahman Kecamatan Porsea, 

Kabupaten Toba dari hasil observasi lapangan, dan dokumen-dokumen 

yang berhubungan dengan objek penelitian. Tahapan ini peneliti akan 

memberikan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan dari 

awal penelitian. 

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang 

lebih muda dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik analisa deskriptif, yaitu teknik analisis yang dilakukan 

secara terus-menerus agar data yang diperoleh baik melalui wawancara, 

dokumen-dokumen dapat menghasilkan kesimpulan yang konkrit dan valid. 

Data yang telah terkumpul dianalisis secara induktif dan berlangsung selama 

pengumpulan data dilapangan secara terus menerus. Analisis data yang 

dilakukan meliputi mereduksi data, menyajikan data, display data, menarik 
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kesimpulan dan melaksanakan verifikasi. Mendukung analisa tersebut, 

penulis menggunakan metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari data 

data khusus dan fakta empiris dilapangan kemudian menarik sebuah 

kesimpulan umum mengenai pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan Ar-

Rahman Kecamatan Porsea Kabupaten Toba. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpuan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bahwa pengelolaan wakaf secara produktif dengan mengembangkan aset 

wakaf yang terdapat di Kecamatan Porsea akan lebih dirasakan dan 

berkelanjutan. Salah satunya melalui upaya pengelolaan secara optimal. 

Optimalisasi wakaf produktif melalui konsep pemberdayaan merupakan 

langkah strategi bagian dari usaha peningkatan kesejahteran masyarakat. 

Upaya tersebut melibatkan masyarakat dalam berbagai aspek pelaksanaan 

kegiatan. 

2. Pengelolaan Wakaf dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya dan 

potensi yang ada serta memberikan akses pada masyarakat untuk dapat 

menikmati fasilitas wakaf produktif pada masyarakat akan sejalan dengan 

upaya peningkatan kesejahteraan umat. 

3. Pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam meningkatkan kesejahteraan 

umat dibutuhkan Inovasi dalam pengelolaan wakaf produktif yang 

merupakan bagian penting yang perlu terus dikaji agar kebermanfaatannya 

dapat makin terasa dan terdistribusi. 

B. Saran 

1. Untuk mencegah adanya aset wakaf yang tidak terurus. Kesadaran bahwa 
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harta yang dimiliki harus berputar dan dibagikan kepada yang kurang 

mampu menjadi dasar bagi umat Islam untuk melakukan sedekah baik 

sedekah wajib berupa zakat maupun sedekah sunnah yaitu wakaf. 

2. Dalam meningkatkan kesejahteraan umat, agar kiranya pengelola wakaf 

agar dapat mengevaluasi pengelolaan secara optimal agar dapat 

memberikan dampak yang bermanfaat kepada masyarakat. 

3. Yayasan sebaiknya mendaftarkan di Badan Wakaf Indonesia sehingga 

dapat menerapkan langkah strategis yang dilakukan untuk membangun 

nazhir yang berkualitas dan profesional. 
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HASIL WAWANCARA 

 

A. Hasil Wawancara dengan Nazir Bapak Malik Marpaung 

1. Sudah berapa lama menjadi nazir di 
Yayasan Ar-Rahman? 

 Saya menjadi nazir sejak berdirinya 

Yayasan ini. 

2. Apa saja syarat untuk menjadi nazir di 

Yayasan Ar-Rahman? 

 Syarat untuk menjadi nazir yaitu: 

a. Berjalan di jalan Allah 

b. Visi misi sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan agama. 

c. Mau berkorban untuk agama. 

3. Berapa jumlah nazir dan waqif yang ada di Yayasan Ar-Rahman? 

Nazir ada 6 orang, 

sedangkan waqif 1. Ir. Agung Sedaju ( GM Inka KA Madiun) 

2. Maju Arnanta Sitorus 

3. Jamaah umat Muslim peduli Toba 

4. Bagaimana struktur kepengurusan wakaf di 

Yayasan Ar-Rahman? Pendiri sekaligus 

Penasehat 

 
Pelaksana Harian / Pengurus - Pengawas 

5. Berapa jumlah aset harta wakaf di Yayasan Ar-Rahman? 

Aset Yayasan Ar-Rahman 

a. Tanah di Ambar Halim‟ 

b. TK 

c. 2 Unit sepeda motor 

d. 1 Unit Mobil 

6. Apa saja jenis wakaf yang ada di Yayasan Ar-Rahman? 
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a. Harta diam 

b. Harta bergerak ( Usaha ayam potong) 

7. Bagaimana tata cara berwakaf di Yayasan Ar-Rahman? 

Sangat mudah, yaitu dengan mendatangi langsung Yayasan, sampaikan 

apa yang diinginkan. 

Yayasan ini masih menerima wakaf secara langsung. 

8. Apakah wakaf yang ada di Yayasan Ar-Rahman sudah sesuai dengan 

syari‟at Islam? 

Sudah sesuai, karena jauh dari riba. 

9. Bagaimana pengoptimalan pengelolaan terhadap wakaf di Yayasan Ar-

Rahman? 

Belum begitu optimal, dikarenakan Yayasan Ar-Rahman ada 

pembangunan pesantren, akan tetapi terkendala dengan situasi yang 

terjadi saat ini. Untuk pengoptimalannya, harus masuk ke ranah 

ekonomi mandiri. 

Yayasan sebelumnya memiliki usaha ternak sapi dan kambing. Dan di 

dalam pengelolaannya kurang maksimal, sehingga untuk ternak sapi 

sudah ditiadakan, dan untuk ternak kambing masih berjalan sampai saat 

ini. 

10. Apa saja manfaat yang sudah dirasakan oleh masyarakat dengan 

adanya wakaf di Yayasan Ar-Rahman? 

Masyarakat umum, ada sandaran orang tua untuk menyekolahkan anak 

di TK. Yayasan juga menyediakan tempat mengaji untuk anak-anak 

sekitar. Juga mengadakan pengajian kaun ibu di Lumban Sitorus. Tiap 

tahun di hari raya Idul Adha, yayasan menyerahkan hewan kurban untuk 

mesjid-mesjid terpencil, dan ini sudah berjalan selama 4 tahun terakhir. 

11. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf? 

Tugas utama yayasan sebagai pewaqif maupun nazir, wakaf adalah 

menghimpun, mengelola dan mengembangkan wakaf yang menjadi 
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tanggung jawabnya. Dalam hal tersebut tentunya tidak sedikit kendala 

yang harus kami alami. 

a. Memahamkan makna wakaf yang sebenarnya pewaqif, maupun 

umat yang terlibat secara langsung dalam keberlangsungan 

yayasan. 

b. Adakalanya, wakaf itu berkembang ketika jumlah pewaqif 

bertambah, seiring harta yang dikelola juga berkembang, maka saat 

jumlah wakaf tidak bertambah maka dana yang bisa dimanfaatkan 

sebagai dana pengembangan wakaf berkurang. 

 

B. Hasil Wawancara dengan Waqif Bapak 

Maju Arnanta Sitorus 1.Mengapa Bapak 

memilih berwakaf di Kecamatan Porsea? 

Karena melihat selama ini di Porsea belum ada wakaf produktif, jadi 

saya tertarik untuk berwakaf disini. 

2. Apa tujuan Bapak berwakaf di Kecamatan Porsea? 

a. Membantu masyarakat melalui yayasan 

b. Supaya harta lebih bermanfaat 

c. Membantu guru2 honor di madrasah 

 

3. Apakah wakaf yang Bapak berikan sudah dikelola dengan optimal? 

Insya Allah sudah. Dengan melihat perkembangan TK dan rencana 

pembangunan pesantren. 

4. Apakah wakaf Bapak sudah sesuai Syari‟at Islam? 

Insya Allah sudah sesuai. 

5. Apakah wakaf yang Bapak berikan sudah memberi manfaat pada 

masyarakat di Kecamatan Porsea Kabupaten Toba? 

Sudah membantu walaupun belum maksimal. 
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C. Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Bapak Sarjito 

1. Apakah wakaf yang ada di Kecamatan Porsea Kabupaten Toba sudah 
sesuai dengan Syari‟at 

Islam? 

Alhamdulillah sudah. Meskipun masih menggunakan pola tradisional.   

2.Bagaimana wakaf yang sesuai dengan Syari‟at 

Islam? 

Sudah sesuai, karena terpenuhi rukun dan syaratnya. Yakni ada waqif, 

mauquf, mauquf alaih, serta ijab dan kobul. 

3. Bagaimana pengelolaan terhadap wakaf yang ada di Yayasan Ar-Rahman 

Kec. Porsea? 

Pengelolaan wakaf yayasan yang diperoleh dari informan dilapangan, 

yayasan memiliki usaha ternak sapi dan kambing. Tetapi karena kurang 

maksimal, maka ternak sapi ditiadakan, untuk kambing masih berjalan 

untuk saat ini. 

4. Apakah wakaf yang ada sudah memberikan manfaat pada masyarakat di 

Kecamatan Porsea Kabupaten Toba? 

Alhamdulillah sudah. Masyarakat terbantu dengan adanya sekolah Islami 

yang selama ini belum ada. Yayasan juga setiap tahun memberi hewan 

kurban ke mesjid-mesjid. 

 

D. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Bapak A. Marpaung 

Apakah wakaf yang ada sudah memberikan manfaat pada masyarakat di 
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Kecamatan Porsea Kabupaten Toba? 

Alhamdulillah sudah. Yaitu dengan adanya TK mempermudah orang 

tua untuk menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah yang Islami. Dan 

pengelolaannya sudah cukup baik, yaitu dengan melihat upaya dari 

nazir dengan tidak membiarkan tanah wakaf menganggur. 

E. Wawancara dengan Warga 

Kecamatan Porsea 1.Ibu 

Julianti Simamora 

Apakah Ibu sudah merasakan kemanfaatan dari adanya wakaf di 

Kecamatan Porsea Kabupaten Toba? 

Alhamdulillah sudah. Dengan adanya wakaf Yayasan ini kami jadi 

terbantu. Yaitu dengan adanya TK Ar-Rahman, dan satu-satunya TK 

Islami di Kecamatan Porsea. Hal ini sangat membantu kami orang tua 

untuk menyekolahkan anak-anak kami di TK Ar-Rahman. 

2. Bapak Kiris Manurung 

Apakah Bapak sudah merasakan kemanfaatan dari adanya wakaf di 

Kecamatan Porsea Kabupaten Toba? 

Alhamdulillah sudah. Dengan adanya wakaf ini, kami jadi terbantu, 

kami diberi kepercayaan untuk mengelola usaha ayam potong. Dan ini 

membantu pengahasilan kami. 

3. Ibu Ulfa Hasibuan 

Apakah Ibu sudah merasakan kemanfaatan dari adanya wakaf di 

Kecamatan Porsea Kabupaten Toba? 

Alhamdulillah sudah. Adanya TK Ar-Rahman membuat kami para orang 

tua tidak bingung lagi untuk menyekolahkan anak kami di sekolah yang 

Islami, yang selama ini belum ada. 
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Taman Kanak-Kanak Ar-Rahman Sekaligus Kantor Yayasan Ar-Rahman yang 

terletak di Pasar Baru Lumban Sirait, Kec. Parmaksian, Kab. Toba. Yang luasnya 

12x60 m
2
. 

Foto diambil pada tanggal 10 Juli 2021. 
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Tanah Wakaf yang terletak di desa Ambar Halim, Pintu Pohan Meranti, Kab. 

Toba.  

Yang luasnya 4,4 Ha. 

 

 



 

 

 

 

Usaha ayam potong Yayasan Ar-Rahman yang terletak di Pasar pusat Porsea.  

Foto diambil pada tanggal 11 Juli 2021. 
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Denah Tanah Yayasan Ar-Rahman yang terletak di Desa Ambar Halim, Pintu 

Pohan Meranti, Kab. Toba 
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